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Jalan K. H. Abdul Halim Nomor 233 Telp/Fux.(0233) 281057
Majalengka 45413

KEFUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJZLENGKA
Nomor 123 TAHUN 2015

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIXAN AN/AK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN (K3} NURLUL ILM| PLi CICALUNG
DESA CICALUNG KECAMATAN MAJA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

Menimbang - a4 bahwa memparhatikan surat Ketua Penyelenggara elompok
Bermain (KB) MNurul ilmi PUI Cicaluny nomor OCS/PAUD-
NurilVIl2012  tanggal 7  Juli 2014 perihal  Permohonan
Perpanjangan 1zin Operasional dan berdasarkan hasil uji kelavakan
pada tanggal 26 Febuan 2015 |, Kelompok Bermain (KB) Nurul limi
PUI Cicalung  Desa Cicalung Kecamatan Maja dinyatakan
memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Kelompok Bemnain
(KB).

4. bahwa berdaszarkan pada pertimbangan hurup a dan sesuai dengan
ketentuan pasal 62 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 teniang
Sistem Pendidikan Nasional, dipandang perlu  diterbitkan  izin
penyelenggaran Pendidikan Anak Usia Dini  Kelompok Besmain
(KB) Nurul llmi PU! Cicalung Desa Cicalung Kecamatan Maja yang
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Jinas Pendidikan

Mengingat - 1. Undang-undang Momeor 14 Tahun 1850 tentang Pembenivean
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawsa Barat
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Momor 4 Tahun 1068 tentang
Pembertukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subkang
dengan Mengubah Undang-Undang Momer 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Dasrah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republix Indonesia Tahun

1968 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonssia
Mamar 2519

. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tertang Sistemn Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik indon==ia Tahun 2003 Nomos
78, Tambahan Leinbaran Negara Republik indorasia Nemor 4307)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tenlang Pemerirtahan

Daerah (Lembaran Negara Republik indcnesia Tahun 2004 Nomor
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Undang-unaang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah  Daerah
{Lembaran Negara Republih Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Fambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 44 3E),

Peraturan Pemerintah Namor 19 Tahun 2005 Tentang Standar
Masional Puendidikan {Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran MNegara Republik indonesia
Nomar 44%5) sebagaimana telah divbah dengarn Peraturan
Femerintah MNomor 32 Tahun 2013 tentang PerLbahan Afas
Peraturan Pamerintat. Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar
Nasional Peadidikan (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia
Nomor 5410);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian
Urusan Pemerintah Asara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi dan PFemerintah Kabupaten/¥ota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 82, Fambahan Lembaran
MNegara Republik Indonesic Nomor 4737V

Featuran Pemerintah Nomror 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lemtaian Nagara Republik Indonesia
Momor 4750);

Peraturan Pemerintan Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan
Fendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4864);

Peraturan Fomenntah Nemor 47 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan
dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23), sepagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
Tenlang Perubahan Atas Peraturan Femerntah Nomor 17 Tahun
2010 Tentang Fengelolaun dan Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nemor 142,
Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 5157

Feraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor
58 Tahun 2008 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

Peraturan Menteri  Pendidikan dan Aedudayaan Republik
Indonesia Nomor B1 Tabun 2013 Tentang Pendirian Satuan
Pendidikan Noiformal (Berita Negara Repuolik Indonesia Tahun
2013 Nomor B7T): sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Meamor
84 Tahun 2074 Tentang Pendirian Satuan Fendidikan Nonformal
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tanun 2008
Tentang Urusar Pemerintah Daerah [Kabupaten Majalergka
{Lembaran Caeran Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Momor 1)

Peraturan Daerah Kabupaten Maialenaka Nemar 10 Tak, o Arme



MEMUTUSKAN

HESATU . Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kopada
Kelompok Bermain (KB) Nurul limi PUI Cicalung Desa Cicalung
Recamatan Maja dengan ketenluan sebagai berikut

1. Menggunakan Lurikulum dan metods belajar yang sesuai dengan
tujuan Pendidikan Nasional;

Z Mentaati Pergturan Perundang-undangan yang berdaku:

Menyampaikan laporan perkembangan setiap bulan kepada Kepala
Dings Pendidikan Kabupaten Majalengka;

4. Permohonan perpanjangan izin diajukan selambat-lambatnya 20
(tiga puluh) hari sebelum berakhimya masa izin ini.

L

KEDLIA : lzin sebagaimana dimaksud dalam dikwm KESATU beraku selama 3
{tiga) Tahun
KETIGA - Dengan berakunya Keputusan i, maka kepulusan Kepala Dinas

Fendidikan Kabupaten Majalengka Nomor tanggal , dinyatakan sudah
tidak berlaku lagi.

KEEMPAT  Keputusan ini beraku sejak langgal ditetapkan dengan ketentuan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan di
dalamnya akan diadakar perbaikan alau perubahan stbagaimana
mestinya.

Ditetapkan Di Majalengka
"Pada Tanggnf € Maree 2015

. KEPALA DINAS PENDIDIKAN

L

Tembusan :

1. Yth, Bupati Majalengka

2. Yth. Direktur Pembinaan PAUD Ditien PAUDNI Kemdikbud di Jakarta
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provins; Jawa Barat di Bandung

4. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Maja
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KEMENTERIAN HUKTIM DAN HAK ASAST MANUSIA REPURLIK INDMONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADBMINISTIRANT T KT8] LIMTIN

KEPUTLSAN MENTER] HUKTIM DAN HAK A8AY] MANMUSEA REFLBLIK INDONESIA
MNOMOR @ AHLI - 895 AHO04. Tahua 20011
TEMNTAMNG
Y PENGESAHAN YAYASAN
MENTER] HUK LIM DAN HAK ABASI MANUISIA REDL DLIK INDOSNES A,

Membaca Sy permohonsn dari Motaris Tina Siti Wadlial Len Aris, 54 Momor O3 T-A 1207 ]
tanggal 14 Januari 2011 perilial persanhonan pengesahan akia pendivian vivasan yanz
diterima tangpal 26 Janwiri 201 i;
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Menimbang :  Babwa  setelal dilakukan penelitinn terhadep Akta Pendirian Vayasuni yoeg i
sampdikan  kepady Foamcaierion flukum Dan Hak Asagi Manusin, nhils terseli telah
memanuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraluran perundang-undangs:, sehingea
dapat disahkan:

Mengingat = 1. Ifnda.ng-undang Momor 16 Tuhen 2001 tentang  Yavasan  {Lembaran Mepnra
Fepublik Indonesin Tahun SO0 Momar 112, Tambahan Lensbsaran Megari
Republik  Indgnesin Momor HI2) juncte Unilangeuidang Repubslik Indoenesia
Nomor 28 Tghon 2004 teibang Merulilion atag Undang-siiling Momor 16 Taiun
2001 tentang Yayvasan (Lembaran Nagare Republik (nd. necia Tahun 2004 Monor
1135, Tainbahan Leimbarae Megavs Republik Tndanesin Mooner 14310;

2. Permuran  Pemeiniah Repahlik ndenesiy Nema B3 Taiun MR b ey
Felaksanaan Und'ang-undanp_ eatang  Yayasan  (Lembaean MNegnra  Repuhlik
[ndonesia Tahun 2008 Nemor 134, Tamhahan Lembarme Nagann Fepuhlik
Indonesin Naaor AEWI

Y Peraturnn Presides Republik Indenesia Nomar 29 Taliwen 2010 benbiongg by edod ke,
Tugas, dap Funpsi Exselan | Kementerian Meparay

4. Peraturan Menieri Hukum dan Hak Asas; Manusin Repubiik Indoaesis Mzt
M.AH-05.0T.01 .01 Taluwn 200 Tengpael 30 Desemher 2009 tentany A 18N
dan Tata K erja Fementeeinn Hukm dan Hak Asast banusia Bpuldik Inctesiigsi:

MEMUTTISHAN
Menetaphan
TPERTAMA - trlembertkan Pengesahan Alta Pegdiciag -

VAYASAN PENDIDIKAN FERSATUAN LIMAT 151 A M MAJALENGI A
NPWF : 31,235.501,9.438.0f0
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berkedudukan di Talan Suma Momae 478, Rukun Tetangga 001, Kukun Warga 001,
Kelurahan Rabakanjawa, Kecamatan Majalengka, Kabupaien Majalencks, sesya;
dengan Akra MNomar T lengeal 02 Seplember 2010 ¥ang dibuat olelh Notaris Tina

Siti Madlrah *en Aris, SH berkedudukany o Fabuparen i TR LT

KEDUA, b Keputusan ini niulai herlaky seink tangpal ditetipkan

Lrwerapkan oi Inkamn
Pada tangpal 2% Pebruari 2011
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